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. s |
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA '

TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
[ - SUMBER DAYA MANUSIA

N

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

’ vTENTANG

_ | - BUPATI KARANGANYAR,
Menimbang : a. b‘aHWa urusan - ‘pemerintah.an -bidang kepegaWaian"
= ' pendldlkan dan pelatihan” 'di’ Daerah dilaksanakan oleh
Badan Kepegawa1an dan Pengembangan Sumber Daya
Maxllusm,

“b. bah‘wa guna kelancaran dan ketertlban penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah maka perlu dlatur struktur, tugas,
fungs1 dan tata kerja; ~
c bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud -
pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang  Kedudukan, Susunan |
Organisasi, Tugas dan ‘Fungsi serta Tata Kerja Badan
Kepegawalah dan Pengembangan Sumber Daya Manu51a
: 'Ungang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
P(lar“nb‘e.ntukan’: Daerah{daerah -_Kabupa_tg:n- Dalam
Lo Lingkungan Provinsi Jawa; : )
2.0 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 te'ntang
' 'Pemerlntahan Daerah (L¢mbaran Negara Republik
Indones1a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
teléh diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
,Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor

|
245, Tambahan Lembaran ° Negara Republik - Indonesia

| No’mor 6573); : : o [ )

. i
- ’
-

‘“Mcngingat -



!

'3, Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang ,
Perangkat Daerah (Lembara‘tm Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

. Republik Indonesxa Nomo%~ 5887) sebagaimana telah

\ dxubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
| 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah -
' Nomor 18 Tahun -2016 |tentang Perangkat Daerah -
(Lembaran Negara : Republlik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 5

| Indone81a Nomor 6402) ~

4. \ Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16;?‘

| Tahun = 2016 tentang Pembentukan dan. Susunan'
' Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar 'I‘ahun 2016 Nomor 16,
o Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 67) sebagaumana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten KarangaAyar Nomor 22 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupatenk
Karanganyar ~Nomor 16| Tahun . .2016  tentang -
‘]Pembentukan dan g SuSu‘nan Perangkat Daérah
\Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten
. tKaranganyar Tahun 2019 Nomor 292, - Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1V13);' S
1

|

Menetapkan :‘,PERATURAN BUPATI TEN’I‘ANG KEDUDUKAN SUSUNAN

ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA -

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA |

'~ MEMUTUSKAN :

. - BABI

‘\; ~ KETENTUAN UMUM

| ‘ LA

‘ - Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat1 ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar 4

2. Pemermtah Daerah ~adalah Bupati sebagau unsur
penyelenggara Pemenntahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemermtahan yang menjach
kewenangan Daerah: Otonom



3.. Bupati adalah Bupat1 KarangaTnyar
4, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat1 dan
| Dewan Perwakildn - Rakyat Daerah - dalam

| ! .
penyelenggaraan Urusan ‘Pemermtahan yang menjad;

, kewenangan Daerah
5. Sekretaris Daerah adalah. leplnan dari - Perangkat
: ‘Daerah unsur Pembantu P1m|pman Pernermtah Daerah
yang bertugas mengoordmamkan Perangkat Daerah
6. \Badan Kepegawalan dan Pen}gembangan Sumber Daya
yManusm selanjutnya -‘d1s1ngkat BKPSDM adalah
’ Perangkat Daerah yang| melaksanakan  fungsi
| penunjang urusan pemermt?han bidang kepegawaian,
v | b1dang pendidikan dan pelatihan yang merupakan

kewenangan di Daerah.

|
7. ; Kepala Badan adalah leplnan dari Perangkat Daerah

| BKPSDM. ‘

; Unit Pelakséna Teknis Badan yang selanjutnya
- | disingkat UPTB adalah unsur teknis 6perasiona1 dan
~atau  unsur teknis penunjang tertentu Badan
| Kepcgawaianl dan Pengelnbangan Sumber Daya |
Manusia. -
9., Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

| berisi fungsi dgn tugas berkaitan dengan pelayanan

. fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

.| keterampilan tertentu.
10. Subkoordinator ‘adalah pejabat fungsional Ahli Muda
- yang diberikan tugas dan :fungsi' koordinasi serta

pengelolaan kegiatan sesuai bidang= tugasnya' dalam
~ suatu satuan ker_]a sebagalmana dlatur peraturan
| perundang-undangan tentang orgamsa31 dan tata
| kerja instansi. o C ‘
| . BABII

KEDUDUKAN DAN SUSlUNAN ORGANISASI

| Pasal 2
BKPSDM dipimpin oleh Kepala{ Badan yang berkedudukan

d1 bawah dan bertanggung Jawab kepada Bupati melalui
Sekretarls Daerah. |




: Pasal 3

(1) iSus.unan organisasi BKPSDM terdiri dari:

(2)

. Kepala Badan;

Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum; dan |

2. Kelompok Jabatan ﬁ\mgsional.

Bidang Pengangkatan dan Mutasi membaWahkan
Kelompok Jabatan Fungsional; '
Bidang!Info'rmasi dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia membawahkan Kelompok Jabatan
Fungsional,; |

. Bidang Pembinaan membawahkan Kelompok

Jabatan Fungsional;
UPTB; dan

‘Kelompok Jabatan Fungsional.

iBagan Susunan Organisasi BKPSDM sebagaimana'"

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
Nyang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..

|
|
|
|
|

tod

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

- Pasal4

Kepialé Badan mempunyai tugas membant_ﬁ Bupati dalam -

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya
| - ‘

manusia yang merupakan kewenangan Daerah.
1 : .

|
l

Pasal 5

Dalam melaksanaksn tugas sebagaimana dimaksud
1 o9
dalam Pasgl 4, Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. benyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia; —
pelaksanaan  tugas- dukungan - teknis  bidang

b.

|
%«:epegawgian dan pengembangan sumber daya

| .
manusia;

l
|
|

\l
|
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c. |pemantauan, eiraluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas dukungan teknis  bidang kepegawalan dan
pengembangan sumber daya manusia;

d. pembxnaan teknis penyelenggaraan fungsi penunJang

| urusan pemerintahan = bidang kepegawaian dan
| pengembangan sumber daya manusia; '

e. pengendahan penyelenggaraan tugas UPTB; dan

f. pelaksanaan tugas * lain sesuai dengan tugas dan

| 1fungsmya o
| |

1 ' . Bagian Kedua

- Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf b adalah unsur Kepala Badan.
(2) Sekretarlat dipimpin oleh Sekretarls berada di- bawah
| dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
' h

\ Pasal 7

Sekretaris. mempunyai tugas melakukan perumusan

rencana  dan pelaksanaan kebijakan, pengordinasian,

pemantauan,evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan

ketatausahaan, keuangan, - aset, kerumahtanggaan,
kerjasama, 'kearsipan, dokumen, keorganisasian dan

" ketatalaksanaan, kehumasan, képegawaian, pelayanan

administrasi.

» Pasal 8

Dal‘am melaksanakari  tugas sebagaimana dlmaksud

~dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungs1

a. pengoord1nas1an keg1atan

b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program
kerja; '

c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi perencanaé.n, keuangan, ketatausahaan,

| hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian,

kerumahtanggaan, kearsipan, | kepegawaian, dan
pelayanan administrasi BKPSDM;

d. pengoord1nas1an tatalaksana BKPSDM



~e.| pengoordinasian -dan . penyusunan peraturan
perundang-undangafh“' serta"  pelaksanaan adVokasi
hukum; ‘ o | R ‘
pengoord1nas1an pelaksanaan Sistem Pengendahdn =
\ Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan
\ dokumentas1, :
1 penyelenggaraan pengelolaan barang m111k/ kekayaan
' daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa; _
h. pelaksanaan monitoring, evaluas1 dan pelaporan sesuai
dengan lingkup tugasnya; dan
i. pelaksanaan tugas lam sesuai dengan fungsmya |

| . Pasal9 ,

(l)lw_Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
\ ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala
‘Subbaglan yang berada dibawah dan bertanggung~
jawab kepada Sekretaris.

(2)\ Kepala Subbagian Umum sebagalmana dimaksud pada
iayat (1) mempunyai tugas penyiapan  bahan
‘|perumusan, o p«:ngoqrdinasian, - pelaksanaan,
\pemantauan, evaluasi serta  pelaporan = meliputi -
4pemb1naan perencanaan, keuangan, ketatausahaan,

- \hukum kehumasan, ketatalaksanaan, keorgan1sa31an, ’

, Ikfar\.lrnahta\nggaan, “kearsipan, kepegawaian, dan

: ’pelayanan administrasi BKPSDM 9 ca |

1 , Bagian ‘Ketiga' |

\ Bidang Pengangkatan'dan Mutasi
i
|

~ Pasal 10 | |
(1) lBldang Pengangkatan dan Mutasi m'erupakan‘ unsur
‘ \pelaksana penunJang urusan pemermtahan b1dang
!pengangkatan dan mutasi. ' ‘
(2) | Bldang Pengangkatan dan Mutas,1 dipimpin oleh Kepala
\Bldang, berada di bawah dan. bertanggung Jawab
]kepada Kepala Badan.

v Pasal 11 :
Kepala Bidang Pengangkatan dan Muta31 sebageumana .
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas.
per\encanaan perumusan dan pelaksanaan kebljakan
pemantauan, evaluasi. dan  pelaporan di_ bidang
peﬁgangkatan, kenaikan pangkat dan mutasi. ‘ :



Pasal 12

Dalam rnelaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam .

P.'Ttsal 11  Kepala B1dang Pengangkatan dan Mutasi

mempunyai fungsi : : : ‘
a.{ pelaksanaan kebgakan teknis b1dang pengangkatan, ,

| kenaikan pangkat dan muta51

pelaksanaan tugas lam sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

b. pelaksanaan program dan keglatan di bidang ;
c.v\\ Pen_gangkatan, 8 kena;kan pangkat dan mutasi
\ pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan
| pengawasan = program dan kegi'ataljl" di bidang |
, ’\ péngangkatan, kenaikan pangkat dan mutasi;
d.}\ p’eléksanaan evaluasi Vprogram dan kegiatan di bidang
g pengangkatan kenaikari pangkat dan mutasi; dan
e.

- \ ol Bagi‘an' Keempat ;

‘Bidang Informasi dan ‘Pe'ngembangan

‘i
\ ' ; Sumber Daya Manusia

\, L PasallS
(1)| Bidang Inf01mas1 dan Pengembangan Sumber Daya
ﬁ Manusia merupakan unsur pelaksana penunjang
- urusan pemenntahan d1 bldang pengembangan dan
l} pengembangan sumber daya manusia.
)\' Bidang Informasi «dan» Pengembangan Sumber Daya
, ‘g\ Manusia dipimpin'ﬂ oleh Kepala Bidang, berada di
\l bawah dan‘bertanggung\jawab kepada Kepala Badan.
I o :
x
l

“Pasal 14 .

; Kepala B1dang Informa31 dan Pengembangan Sumber Daya
‘Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal ‘13 ayat (2)
mempunyai "‘c'uga»s' ,;ﬁerencanaan perumusan  dan

pelaksanaan kebijakan,‘ 'pemantauan evaluasi dan

N pelaporan di bxdang Informas1 dan Pengembangan Sumber
Daya Manus1a



| Pasa1.15

Dalgm melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasial 14, Kepala Bidang Informasi dan -Péngembangan

Sumber Daya Manusia, menyelenggarakan fungsi :

a. ~pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Informas1 dan
Pengembangan Sumber Daya Manus1a,

b. ‘pelaksanaan program dan kegiatan ‘Bidang Informasi
'dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

c. pelaksanaan pembinaan, pengoordinasian,
pengendahan dan pengawasan program dan kegiatan di
b1dang Informasi dan Pengembangan Sumber Daya

Manus1a,

d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan di Bldang
informasx dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Han | ‘ ; ‘

€. Pelaksanaan tugas 1a1n sesuai dengan tugas dgtn

fungsmya

. . ¢
\ . :

Bagian Kelima

|
|
]\ o Bidang Pembinaan
5
|

Pasal 16

|
|

(1) Bidang Pembinaan merupakan unsur ~pelaksanav

\ :urusan pemerihtahan bidang pembinaan_apafatur sipil .

negara.

(2) Bidang Pembinaan dipimpin oleh Kepala Bidang berada -

d1 bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
T

“ , Pasal 17

Keﬁala Bidang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2) mempunyai tugas perencanaan
perﬁmusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauaﬁ.,
eval1uasi dan pelaporan di bidan_g perhbinaan dan‘mutasi

jabéttan'.



Pasal 18 .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pas‘ial 17, Kepala Bidang Pembinaan, rnernpunyai fungsi:

a. ?pelaks’anaan kebijakan : teknis . bidang | pembinaan
ldisiplin, kesejahteraan -dan pensiim aparatur sipil
negara, ' |

b. pelaksanaan program dan keglatan bidang pembinaan
’d1S1phn, kesejahteraan dan pens1un aparatur sipil

negara; |

c. \pclaksanaan pembmaan, , pengoordinasian
pengendahan dan pengawasan program dan keg1atan :
}dalam lingkup bidang pembinaan disiplin,

- |kesejahteraan dan pensiun aparatur sipil negara;

d. \pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam
\lmgkup bidang pembmaan d181p11n, keseJahteraan dan

\pensmn aparatur sipil negara dan

e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsmya

UPTB

l

|

| - Bagian Keenam
| ,

l

| . Pasal 19

‘ Untuk melaksané.kan tugas téknis operasional
§ dan/atau tugas tekms penunjang pada BKPSDM dapat
 dibentuk UPTB. o |
UPTB sebagaimanar dirhaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan
bertanggung Jawab kepada Kepala Badan.

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB

“diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.




~ Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

\
\
| Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan berada d1bawah dan

\bertanggung jawab kepada Kepala Bidarig/ Sekretaris.

2) Qumlah Jabatan Fungsional sebagaimana. dimaksud

(1)

(2)

‘pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerJa

|
|
\ Pasal 21

‘Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari E‘tenaga
fungsxonal yang terbagi dalam kelompok  sesuai
dengan bidang keahliannya. . |
‘Jems dan jenjang Jabatan Fungsmnal sebagalmana
dlmaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan

| perundang—undangan '

g}

} | / Pasal 22

Pada Kelofnpok Jaﬁatan Fungsional daipaf dibenﬁuk
‘Subkoordmator, pahng banyak 3 (t1ga) dalam 1 (satu) :
\Bldang/Sekretanat ;

Jems dan jumlah - Subkoordlnator dltetapkan oleh

\Bupatl atas usulan dari Kepala Badan

l
I o o
‘ o ~ Pasal 23

Jabétan ‘Fungsional melaksanakan tugas dan Abertarj.ggungv

jawéb kepada Kepala Badan’' melalui Subbagian dan atau

| .
- Bidang/Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang

memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan

Fungsional.

\
|
|
\
|

|
V




" BAB IV
TATA KERJA

Pasal 24
Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pelakéanaan

l .
urusan pemerintahan kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.
\ - Pasal 25 |

Kepala Badan membuat usulan analisis ' jabatan, peta
Jabatan, analisis beban kerja, evaluasi Jabatan dan’ standar
' kornpetensx jabatan kepada Bupatl

“ | ~~ Pasal 26

(1) Kepala Badan, Sekretans, Kepala Bidang, Kepala Sub
Baglan dan Kepala UPTB dalam melaksanakan tugas
menerapkan pr1ns1p koordmasa integrasi, ~dan
s‘1nkron1sas1

(2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bag1an, Kepala Sub Bldang dan Kepala UPTB dalam
melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan,
pengorgan15a31an, pemantauan, evaluam dan pelaporan.

(3) ,Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTB
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

| ‘Pasal 27
(1) Kepala Badan = bertanggung jawab  memimpin,
ﬁnengoordinasikan dan  memberikan = pengarahan

terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

BN

(2) Kepala Badan melaksanakan pengawasan tugas
bawahan dan - mengambil langkah-langkah yang
ciiperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
ﬁerundang-undangan. | | |

3 Pasal 28 v

Kepala Badan Wajlb menyampalkan laporan berkala tepat'

pada waktunya
g

\

i

| Pasal 29 s o
Dalarr[1 melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Badan wajib
melakukan koordinasi dengan Camat.. |



BABV
KETENTUAN PERALIHAN

| Pasal 30 |

‘('1) Pejabat yang ada pada saat berlakunyé. Peraturan

| '\Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan
imelaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
\‘pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(2) ‘\Pe_]abat Pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan
Bupau ini tetap menduduk Jabatannya dan‘
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditefapkannya
Jabatan Fungsional sesual dengan ketentuan yang
berlaku ‘

(3) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) bertanggung jawab kepada pejabat admlmstram '
d1 atasnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

| Pasal 31
BKPSDM dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan
'tugasi pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi
bersxfat ‘koordinatif dan fungsxonal untuk menyinkronkan
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

1

\1 A Pasal 32 ,
Ketentuan lebih lanjut mengenal uraian tugas. set1ap Jabatan
dlatur degan Peraturan Bupati tersendiri.

| i

5 BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

\ .
| I Pasal 33
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupa\ti Karanganyar Nomor 116 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata
Kerja* Badan KepegaWaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusm (Berita ~Daerah  Kabupaten Karanganyar

_Tahun 2016 Nomor 116), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

N
|

|



Pasal 34
Peratﬁran Bupati' ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar! setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

peng’undangan Peraturan  Bupati ini dengan

pene‘mpatanhya dalam  Berita Daerah Kabupaten
| . -

Karanganyar.

‘ Ditetapkan di Karanganyar
! | pada tanggal 31 Desember 2021
| BUPATI KARANGANYAR,

ttd

| JULIYATMONO
Diundangkan di Karanganyar
’ |

pada tanggal 31 Desem“ber 2021 :
SEKRETARIS DAERAH‘ KABUPATEN KARANGANYAR,
S 1 :

ttd ‘

SUTARNO |
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 120

| : u L]
B AR
i L] Lt
- Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR

P

'

-

Ly )
]
‘




LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 120 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN = DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
; BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kepala Badan
Sekretariat
r
e o o
. ' Kelompok nm
Subbag1an Umum s Jabatan Fungsional -
| T - ‘ 1

Bidang Pengangkatan ‘ Bidang Informasi dan = |.

Dan Mutasi ’ Pengembangan Sumber : Bidang Pembinaan
Daya Manusia ‘

00 N N S O O T AT ITITITITTT L 0
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ttd
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